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ABSTRAC

Evaluation of Implementation of The Minister Home Affairs Regulation
Numbers 13 the year 2007 on Management of Countryside and Sub-District
Race in Sintang Regency

Darkum
Universitas Terbuka
darkummap@yahoocom
Keyword: Countryside Race, Sub-district Race, Sintang, Evaluation

The Purpose of the management countryside competition as written in
Regulation of Minister Home Affairs Numbers 13_in ‘the” year 2005 on
Management Guidance of Race of Countryside and Sub-district is for the agenda
of supporting enableness of public and success of development of countryside and
sub-district, through reinforcement effort of “ifistitation, improvement of
motivation and self-supporting of public mutual\assistance. However, the of this is
not able yet to execute as expectation. Related to it, writer feels interesting to
do research about Evaluation the Implementitig of the Minister Home Affair’s
Regulation Numbers 13 in the year 2067.

The type of this research type is descriptive with qualitative approach.
The subject in this research is related in'the Implementation of the Minister Home
Affair’s regulation number <13 %\in the year 2007 about the management of
countryside and sub-distri¢t_.race in Sintang regency is not able yet to execute
effectively. Data analysis'in this research applies data processing qualitatively.

Result of research shows Proses Implementasi Permendagri Nomor 13
The year 2007 about _tli¢ management of countryside and sub-district race in
Sintang regency is\not able yet to executed effectively. The Implementation
Influence Permendagri Nomor 13 The year 2007 about on the management of
countryside\and sub-district race to fasten the development acceleration of
countryside.has not significant. Refer to the the guidance of the countryside
participant in the competition is expected can be done on an on going basis,
not only at the time of just assessment importance but also most importantly is
after assessment. Its mean that the facility which has been built at the time of
acceleration of the of countryside develompment.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40758.pdf

ABSTRAK

Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Di
Kabupaten Sintang

Darkum
Universitas Terbuka
darkummap@yahoo.com

Kata Kunci: Perlombaan Desa, Perlombaan Kelurahan, Sintang, Evaluasi

Tujuan penyelenggaraan lomba Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Perlombaan Desa Dan Kelurahan adalah dalam rangka mendukang pemberdayaan
masyarakat dan keberhasilan pembangunan desa dan) kelarahan, melalui upaya
penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan,swadaya gotong royong
masyarakat. Namun demikian, tujuan terscbut ‘belum dapat terlaksana
sebagaimana yang diharapkan. Sehubungan déngan itu, penulis merasa tertarik
untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif“dengan pendekatan kualitatif. Subjek
dalam penelitian ini adalah pihak-pthak yang terkait dalam Implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negéri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaran
Perlombaan Desa dan Kelurahan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan
pengolahan data secara kaalitatif.

Hasil penelitiasi memperlihatkan Proses Implementasi Permendagri Nomor
13 Tahun 2007 tentang’Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di
Kabupaten Sintang belum dapat terlaksana secara efektif. Pengaruh Implementasi
Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa
dan Kelurahan. Dalam Mempercepat Akselerasi Pembangunan Desa belum
signifikan. Sehbungan dengan hal tersebut Pembinaan terhadap peserta lomba
desa diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat
kepentingan penilaian saja namun yang paling penting adalah setelah penilaian.
Hal ini dmaksudkan fasilitas yang telah dibangun pada saat penilaian dapat terus
dipelihara dan dikembangkan sehingga dapat mempercepat akselerasi
pembangunan desa.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik
1. Evaluasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Anderson (dalam Jones 1991;1.9) adalah a
purposive course of action followed by an actor or set ‘of actors in dealing
with a problem of matter of corcerr;, artinya -serangkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku
atau sekelompok pelaku guna meémecahkan suatu masalah tertentu.
Mustopadididjaja mengartikan “kebijakan publik sebagai suatu keputusan
yang dimaksudkan untuk niengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan
kegiatan tertentu, yarig dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam
rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan”.

Domain Kebijakan publik pada awalnya mencakup bidang “pertahanan,
hubungan luar negeri dan masalah mempertahankan hukum dan ketertiban.
Saat ini, domain kebijakan publik telah mencakup berbagai bidang, seperti
misalnya pendidikan, kesehatan, perumahan, perdagangan maupun

transportasi atau perhubungan. Pendapat lain dari Cobb dan Elder (dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Jones 1991:21) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) persyaratan agar isu

kebijakan dapat masuk dalam agenda sistemik yaitu :

1) Isu itu memperoleh perhatian yang luas atau setidaknya dapat
menimbulkan kesadaran masyarakat,

2) Adanya persepsi atau pandangan publik yang luas bahwa berapa tindakan
perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut,

3) Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah tersebut
adalah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari
beberapa unit pemerintah untuk memecahkannya.

Dunn (2000:607) dalam bukunya berjudul Analisis Kebijakan Publik,
mengemukakan setidaknya ada 4 (empat) cifi_poekok masalah Kebijakan
Publik, yakni :

1. Saling ketergantungan. Masalah Kebijakan Publik dimana satu bidang,
kadang-kadang mempengarihi thasalah kebijakan dalam bidang lain,

2. Subyektivitas. Kondisi- eksternal yang menimbulkan permasalahan
didefinisikan, diklagifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif.
Masalah Kebijakai “adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu
lingkungan terfentu, 7 'masalah tersebut merupakan elemen dari suatu
situasi masalah\yang diabstraksikan dari situasi tersebut oleh analisis.

3. Sifat Buatan, Masalah Kebijakan hanya mungkin ketika manusia
membuat, penilaian mengenai keinginannya untuk mengubah beberapa
situasi_masalah. Masalah kebjakan merupakan hasil penilaian subyektif
manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-
definisi yang sah dari kondisi sosial obyektif; dan karenanya masalah
kebijakan dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial.

4, Dinamika Masalah Kebijakan. Ada banyak solusi yang bisa ditawarkan
untuk memecahkan suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi
terhadap masalah-masalah tersebut. Cara pandang orang terhadap
masalah pada akhimya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk
memecahkan masalah tersebut.
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Proses kebijakan publik salah satu tahap yang penting adalah evaluasi

kebijakan. Menurur Dunn (2000:608):

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan di mana masing-masing
menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan
program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran
(appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assegment) yaitu kata-
kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti
satuan nilainya.

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi, mengenai manfaat
hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwakebijakan atau program
telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna. Mernurut Pusdiklatwas BPKP,
(2000:5) “konsep dasar evaluasi didasarkan pada klasifikasi responsibilitas
manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk
pelaksanaan kegiatan pada tiap ‘bagian. Masing-masing individu pada tiap
klasifikasi bertanggung/jawaly atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada °
bagiannya”.

Evadluash suatu kegiatan pada dasarnya adalah suatu pemeriksaan
secara sistématis terhadap masa lampau yang akan digunakan untuk
meramalkan, memperhitungkan dan mengendalikan hari depan secara lebih
baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat ke depan daripada
mencari kesalahan-kesalahan di masa lalu dan diarahkan pada upaya

peningkatan kesempatan demi keberhasilan tujuan kegiatan. Atau dengan kata
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lain tujuan evaluasi adalah untuk penyempurnaan kegiatan di masa

mendatang.

Menurut Dipohusode, (1996:64) berdasarkan pada waktu
pelaksanaannya terdapat dua macam evaluasi, yaitu “evaluasi summatif yang
dilakukan setelah kegiatan berakhir dan evaluasi formatif dilaksanakan pada
saat kegiatan/proyek sedang berjalan”. Evaluasi summatif bermanfaat untuk
digunakan merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan kegiatan/proyek-
proyek serupa lainnya di masa mendatang. Evaluasi formatif digunakan untuk
keperluan penyesuaian dan perencanaan ulang\atas kegiatan/proyek yang

sedang berjalan.

Menurut Mayer dan Greenwoed (dalam Wahab, 1997:129) ada empat
tinjauan yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan ciri-ciri dari penelitian
kebijakan yaitu: “dari “segi- tujuannya, kontekstualnya, pendekatannya dan
waktu pelaksanaannya” Dari segi tujuannya, penelitian kebijakan adalah
untuk menghasiikan alternatif untuk membatu mengambil kebijakan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan itu. Dilihat dari sisi
kontektualnya, penelitian kebijakan selalu mendudukkan masalah penelitian
dalam lingkungan kontektualnya yang kongkrit schingga alternatif kebijakan
yang dihasilkan juga lebih kongkrit untuk diterapkan. Dari aspek

pendekatannya, maka penelitian kebijakan adalah kombinasi antara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40758.pdf
13

pendekatan empirik (untuk melihat fakta), evaluatif (untuk melihat nilai) dan

normatif (untuk melihat keterlaksanaannya).

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa
Dan Kelurahan dinyatakan “penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan
dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan ‘Desa dan
Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil Desa dan Kelurahan
sesuai dengan Indikator Penilaian”. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Perlombaan Desa Dan Kelurahan menegaskan Indikator Penilaian Perlombaan
Desa dan Kelurahan meliputi: “Pendidikan; Kesehatan Masyarakat; Ekonomi
Masyarakat; Keamanan dan Ketertiban; Partisipasi Masyarakat; Pemerintahan;
Lembaga Kemasyarakatan) dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga”.
Penilaian Perlombaan‘Désa dan Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang dan

berkelanjutan-mulai‘dari Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan
dinyatakan: ‘(1) Juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat
Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, (2) Juara-juara Perlombaan

Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan
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Bupati/Walikota, dan (3) Juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat

Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur”.

Penghargaan kepada juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan
Tingkat Kecamatan diberikan oleh Camat. Penghargaan kepada juara-juara
Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota diberikan oleh
Bupati/Walikota. Penghargaan kepada juara-juara Perlombaan Desa dan
Kelurahan Tingkat Provinsi diberikan oleh Gubernur, ' Penghargaan
sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk Piagamn.<an bentuk lainnya
sesuai kondisi Daerah masing-masing. Penghargaan kepada juara pertama
Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat\Provinsi diberikan oleh Menteri

Dalam Negeri.

Menurut Edward IIl; “(dalam Suharto, 2006:11) studi Implementasi
Kebijakan adalah krusial“bagi public administration dan public policy.
Implementasi Kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara
pembentukait ~kebijakan dan konsekwensi-konsekwensi kebijakan bagi
masyarakat“yang dipengaruhinya. Di bawah ini ditampilkan sketsa hubungan

antar komponen yang mempengaruhi kebijakan :
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Gambar 2.1.  Sketsa Dampak Implementasi
KOMUNIKASI
IMPLEMENTASI
SUMBERTSlUMBER
KECENDERUNGAN-
KECENDERUNGAN
STRUKTUR
BIROKRASI

Sumber: Edward II1. {dalam Suharto, 2006:11)

Berdasarkan gambar di‘atas, dapat dijelaskan bahwa komunikasi yang
longgar memberikan “k€leluasaan pada struktur birokrasi, komunikasi
memudahkan _sumber-sumber untuk berinteraksi, Sumber-sumber akan
berubah menjadi kecenderungan-kecenderungan yang akan berpengaruh pada
para pelaksana menggunakan keleluasaan, Struktur birokrasi akan
mempengaruhi proses komunikasi dan kecenderungan, Implementasi
dipengaruhi oleh elemen-elemen yang ada dan berlangsung terus menerus.

Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan
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menjadikan salah satu dasar untuk pelaksanaan program pembangunan lain
yang ada relevansinya dengan pola pemberdayaan masyarakat, karena
Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan merupakan wahana yang cocok untuk
penerapan pola pemberdayaan masyarakat secara maksimal di desa dan
kelurahan.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat menurut Krishna (2003)
didefinisikan sebagai “peningkatan kapasitas perseorangdn -atau kelompok
untuk mempengaruhi pengembangan (development) -dan pilihan hidup,
mentransformasikan pilihan tersebut kedalam, tindakan yang diinginkan dan
kedalam hasil bagi pengembangan dari‘’komunitas mereka “. Dengan kata lain
pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat
khususnya mereka yang “kurang memiliki akses kepada sumber daya
pembangunan  didorong ./ “untuk  meningkatkan kemandirian dalam
mengembangkar', perikehidupan mereka. Berdasarkan pengertian ini, pada
prinsipnya,\ ‘masyarakat diharapkan dapat mengkaji tantangan utama
pembangunan mereka lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang
untuk mengatasi masalah ini. Pola pemberdayaan masyarakat diharapkan
merupakan proses siklus yang terus menerus, proses partisipatif dimana
anggota masyarakat bekerjasama dalam kelompok formal maupun informal
untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan

bersama.
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Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan - diharapkan mampu
menggairahkan pola pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh di
Kabupaten Sintang. Pelaksanaan lomba desa dan kelurahan secara umum
akan memberikan konsep nyata dan azas yang menjadi garis serta dasar
perencanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpindn, serta tatacara
bertindak, baik dalam tehnik memerintah, tatacara” berorganisasi dan
sebagainya. Mustopadidjaja (1988:30) mengatakan bahwa istilah kebijakan
lazim digunakan dalam kaitannya dengan tiridakan atau kegiatan pemerintah,
serta perilaku negara pada umumnyd. Sedangkan menurut Anderson (1984:3)
kebijakan adalah suatu tinddkan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh
seorang pelaku atau-s€jumilah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.
Selanjutnya  Anderson  (1984:113)  mengklasifikasikan  kebijakan,
“policy menjady”2 (dua) yaitu substantif dan prosedural. Kebijakan
substantif)yaitu apa yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan
kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut
diselenggarakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang
Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan bisa mengalami perubahan,

tetapi perubahan tersebut tidak terlalu signifikan. Dapat kita lihat salah satunya
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adalah perubahan pada skor dan indikator penilaian mengalami perubahan
angka besarannya. Pemanfaatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan dapat
dijadikan bahan untuk mengambilb langkah kebijakan dan perencanaan
pembangunan. Menurut Chalid ( 2007:34) :
Pemerintah yang berada pada struktur yang lebih tinggi menentukan
tujuan, menyediakan biaya, infrastruktur, dan sumber daya mansuia untuk
melaksanakan tugas. Pemerintah di tingkat lebih bawah berkewajiban
untuk melapor kepada atasannya mengenai pelaksanaan. tugas atau fungsi
yang diberikan.

Pendapat tersebut mengandung arti bahwa _pemerintah yang lebih atas
membuat program yang harus dilaksanakaf oleh’jenjang pemerintahan di
bawahnya. Jika dilihat dari sudut kelembagdan sebagaimana dikatakan oleh
Widodo (2005) dalam Buku Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja yang
berhubungan dengan aspek kelembagaan bahwa aspek kelembagaan perlu
dibangun agar dicapai, lembaga yang efektif dan efesien dalam memberikan
layanan kepada masyarakat. Dengan menerapkan metode “ right sizing” dan
“down sizing®. i tepat sekali untuk membangun birokrasi dalam aspek
kelembagaan.

Right Sizing : lebih mengedepankan pada ketepatan kualitas dan jenis
lembaga yang dibentuk, Down Sizing : lebih mengedepankan pada upaya
mendekatkan pelayanan dengan yang dilayani. Sumber daya manusia yang
profesional dan kompeten merupakan salah satu faktor penentu birokrasi

dalam mencapai tataran kinerja secara optimal. Kompetensi ini merupakan
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kemampuan aparatur pemerintah berupa pengetahuan, ketrampilan, kecakapan,
sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan apa yang menjadi tugas
pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanhkan kepadanya.
Pada kondisi ini nilai responsivitas berkaitan dengan daya tanggap dan
menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah dan aspirasi publik. Pelaku
administrasi negara (birokrasi publik) yang baik adalah administrator negara
yang responsif (mempunyai daya tanggap yang tinggi dan ¢epat menanggapi)
terhadap apa yang menjadi keluhan, masalah dan, aspirasi publik. Mereka
harus cepat memahami apa yang menjadi tuntitan publik, dan berusaha
semaksimal mungkin untuk memenubinya/ Mercka sebagai administrator
dapat menangkap masalah yang diliadapi oleh publik dan berusaha mencari
solusinya. Mereka tidak suka mienunda-nunda waktu, memperpanjang jalur
pelayanan atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan substansi
permasalahan ydng” ada. Pada American Society for Public Administration
(ASPA) pada, tahun 1981 merumuskan kode etik administrasi publik
sebagaimana’dikutip oleh Soegaryo dan Sofia (2001:21) sebagai berikut :
1) Pelayanan kepada masyarakat yakni pelayanan di atas pelayanan kepada
diri sendiri,
2) Rakyat yang berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi
pemerintah dan pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat,
3) Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah. Apabila
hukum atau peraturan dirasa bermakna ganda, tidak bijaksana, atau perlu

perubahan, maka kita akan mengacu kepada sebesar-besarnya
kepentingan rakyat sebagai patokan,
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4) Manajemen yang efektif dan efesien merupakan dasar bagi administrasi
negara. Subversi melalui penyalahgunaan pengaruh, penggelapan,

pemborosan, atau penyelewengan tidak dapat dibenarkan. Para pegawai
bertanggung jawab untuk melaporkan jika ada tindakan penyimpangan,

5) Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khususnya dengan
ciri-ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi dan
kasih sayang.

Berdasarkan uraian rumusan kode etik tersebut di atas, Tim Penilai
Lomba Desa merupakan bagian dari pegawai daerah yang ada. Individu Tim
tersebut dituntut rasa tanggung jawab kepada masyarakht desa dan kelurahan
sebagai sasaran obyek penilaian dari tugasnya sebagai anggota Tim. Tanggung
jawab dan tugas pengabdian tersebut ditdjukan kepada daerah bermuara
kepada masyarakat, sebaliknya masyadtakat/turut bertanggung jawab dalam
mengevaluasi kinejanya Tim Penifail Dari arus adanya feed back yang
positif antara Tim Penilai”dengan masyarakat akan memberikan nuansa
dinamis terhadap kelangsungan perubahan sosial yang disebabkan dari
pelaksanaan Penilaian 1.omba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang.
Dengan demikian”tingkat urgensi pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan
Kelurahan akan menjadi sorotan dari semua pihak seperti : anggota tim penilai,
camat, kepala desa, lurah, perangkat desa dan seluruh masyarakat se
Kabupaten Sintang.

Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan diharapkan
menjadi salah satu indikator tingkat keberhasilan peran serta kelembagaan

masyarakat di desa dan kelurahan. Karena secara otomatis peran serta
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kelembagan tersebut sangat diharapkan untuk memulai proses sampai dengan
selesainya tahapan penilaian yang dilaksanakan. Pada tahap awal peran
lembaga pemerintah desa sangat dominan, tahap berikutnya peran tokoh
agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga sosial kemasyarakatan di
desa dan kelurahan, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang turut
mengevaluasi dari jalannya pelaksanaan penilaian lomba desa dan kelurahan
yang pada gilirannya akan membantu mempercepat prosés pembangunan yang
dilaksanakan di desa dan kelurahan.

Pemahaman arti Desa sesuai derigan.Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 yaitu desa atau sebutan lgin adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas-batas wilayah-yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat” setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang, diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan
nasional dan atduv/berada di kabupaten/kota. Landasan pemikiran dalam
pengaturansmengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa mempunyai posisi yang
strategis perlu dibangkitkan dinamisasinya agar lebih mandiri dalam
membangun. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui pemberdayaan desa.
Dalam kontek ini pemberdayaan desa mengandung 2 (dua) hal pokok, yaitu :
(1) to give power atau autorithy to atau memberikan kekuasaan/kewenangan,

mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepihak Desa; (2) to
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give ability to atau enable atau usaha memberikan kemampuan. Dengan

demikian yang dimaksud pemberdayaan desa adalah memandirikan dan

memampukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan
rﬁengurus kepentingan masyarakat melalui : “

a. Penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya
potensi atau daya yang dimiliki desa, baik potensi sumber daya alam
maupun potensi sistem nilai tradisional sebagai kearifan lokal yang telah
membudaya dalam menata kehidupan masyarakat;

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki.melalui pemberian masukan
atau input berupa bantuan dana, pentbanganan prasarana dan sarana,

c. Melindungi melalui pemihakan-Kepada desa untuk mencegah persaingan
yang tidak seimbang, tetapi bukan berarti mengisolasi.

Uraian di atas ‘engungkapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahuf, 2007; oleh karena itu hanya sebagai kerangka teori yang
bersifat administrasi, sebagai acuan, pedoman, evaluasi, penentuan rencana
dan dangkah-langkah dalam mengambil kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang,

Dasar pemikiran yang positif diperoleh bahwa Penyelenggaran
Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan adalah merupakan bagian terpenting
dalam proses pembinaan aparatur pemerintahan desa dan kelurahan serta

peningkatan peran serta kader Tim Penggerak PKK di desa dan kelurahan.
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Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan merupakan
sarana untuk mengevaluasi suatu kegiatan atau proyek yang dilaksanakan oleh
Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) merupakan upaya pemeriksaan
secara sistematis terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa lalu,
dapat digunakan sebagai bahan merencanakan, memperhitungkan,
mengendalikan serta kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan
program dan kegiatan pada masa yang akan datang.

Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hal yang penting sebagai
sarana pembinaan, monitoring dan péngawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan secara
komprehensif dan setidaknya ‘dapat dilasanakan setiap tahun anggaran
pembangunan di Kabupaten Sintang.

Kerangka“teori “yang diterapkan lebih berperan sebagai titik awal
berangkat dan, landasan bagi peneliti untuk menganalisis dan memahami
realitas yang diteliti secara ilmiah.

2. Proses Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan

Pembangunan wilayah-wilayah di Indonesia harus dilihat dari konteks
wilayah yang lebih luas yang bertumpu pada strategi pembangunan nasional
menurut potensi dan kendala masing-masing wilayah. Kesatuan pembangunan

wilayah-wilayah dalam konteks nasicnal sangatlah penting agar masing-
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masing wilayah berkembang menuju fokus, yaitu tercapainya pembangunan
Indonesia seutuhnya.

Isi dan jiwa yang terkandung dalam UUD 1945 beserta penjelasannya
menjadi dasar dan pedoman penyelenggaraan negara dan Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Ihdonesia (NKRI). Pasal 18 UUD 1945 antara lain
menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil
dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkandengan Undang-
undang. Implementasi atas ketentuan itu dengan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi-Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan wilayah di Indonesia
terdiri dari Daerah Provinsi, DaerahvKabupaten dan Daerah Kota yang bersifat
otonom.

Selain daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota, dalam
sistem ketatanegardan kita juga terdapat Desa dan Kelurahan. Peraturan
Pemerintah*Nemor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa “Desa
adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan

Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
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Kelurahan adalah “Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam di Wilayah Kerja Kecamatan”.

Desa dan Kelurahan merupakan ujung tombak terdepan dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penyelenggaraan
pembangunan Desa dan Kelurahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah
Indonesia merupakan suatu sub-sistem yang tidak dapat dipisahkan.

Pembangunan pedesaan dan Kelurahan merupakan proses dinamis
yang berkelanjutan untuk mewujudkan keinginan\dan harapan hidup yang
lebih sejahtera dengan strategi menghirdari. Kemungkinan tersudutnya
masyarakat dcsa scbagai penanggurg aks$és dari pembangunan daerah,
regional ataupun nasional. Hanya saja) pecmbangunan pedesaan pada dua dasa
warsa terakhir ini sering mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, baik
kalangan akademisi atau'dari para praktisi sendiri. Hal tersebut menunjukkan
adanya berbagai\ masalah dalam penyelenggaraan program pembangunan
pedesaan dan\Kelurahan. Permasalahan tersebut muncul mengingat tuntutan
dan tujuan keberhasilan pembangunan yang ingin dicapai cukup berat.

Salah satu sebab timbulnya masalah tersebut, karena Desa sebagai
ajang berbagai pelaksanaan program dan proyek pembangunan sektoral,
regional, inpres atau sebagai subsistem dari pembangunan nasional dan daerah
sering ditemukan kenyataan bahwa inisiatif lokal dikalahkan tuntutan dari

atas dan terpaksa diciptakan oleh program atau proyek-proyek tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40758.pdf
26

Seiring dengan itu, derasnya program pembangunan pedesaan sekaligus
menimbulkan perubahan atau pergantian sama sekali kelembagaan di desa
agar sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan pembangunan.

Sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, Pembangunan
Desa merupakan suatu proses dari usaha-usaha memberdayakan potensi secara
terencana untuk diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik
secara langsung maupun tidak langsung. Ini bermdkna bahwa kegiatan
Pembangunan Desa yang dilakukan secara terencana Jebih dirasakan sebagai
suatu kebutuhan dalam merefleksikan upaya/nyata memberikan pelayanan
yang baik bagi masyarakat.

Pembangunan Desa adalali proses perubahan yang terus menerus
dan berkesinambungan yang, diselenggarakan oleh masyarakat bersama
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin, mental dan
spiritual berdasatkan -Pancasila serta berlangsung di Desa. Menurut Sudirwo
(1991:63) pembangunan Desa mengandung beberapa makna yaitu sebagai
berikut:

1. Bahwa pembangunan Desa merupakan suatu proses artinya proses
tersebut tidak pernah berhenti;

2. Pembangunan Desa merupakan hasil yang mencerminkan kerja sama
antara pemerintah dan masyarakat yang bertimpat tinggal diwilayah yang
bersangkutan. Jadi, apapun hasilnya itu merupakan cerminan kerjasama
antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu untuk melaksanakan

pembangunan agar mencapai hasil yang optimal harus didukung oleh
kedua belah pihak baik dari pemerintah maupun pihak masyarakat.
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3. Tujuan akhir dari sebuah pembangunan Desa bukan saja mengejar
kelengkapan secara matriil atau kebendaan/pembangunan fisik semata
melainkan juga yang bersifat non-fisik seperti ketenteraman, keamanan
bagi seluruh masyarakat yang berada di Desa yang bersangkutan.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007
tentang Penyelenggaran Perlombaan Desa dan Kelurahan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Sintang dalam melakukan pembinaan dan monitoring
pelaksanaan administrasi pemerintahan di Desa dan Kelurahan menjadikan hal
yang penting untuk ditindak lanjuti. Dalam perencanaan dan pelaksanaan
peraturan tersebut harus adapat menunjukan_keSeriusan dan kesungguhan
semua elemen pelaku administrasi di Desa dan Kelurahan dengan tidak
mengenyampingkan pembinaan dan monitoring dari pihak kecamatan. Dari
hubungan kinerja seperti ini, merapakan hubungan yang sangat positif dan

_bermanfaat bagi semua-pihak terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan
yang dilaksanakan pada“semua jenjang pemerintahan.

Implemertasi Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007 sangatlah erat
kaitannya\ dengan tingkat keberhasilan dan kemajuan dari pelaksanaan
administrasi, peraturan, tata naskah, penerbitan peraturan desa,
Keputusan Kepala Desa yang ada di Desa. Pola hubungan yang terjadi adalah
adanya sinergi yang positif  antara stakholders Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang sebagai salah satu fungsi

melakukan pembinaan dan monitoring atas keberhasilan pembangunan di
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Desa dan Kelurahan. Riplay dan Fraklin (dalam Bureaucracy and Policy
Implementation, 1982 halaman 30 dikatakan bahwa “Otonomi yang dimiliki
oleh birokrasi membuat mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan
tawar menawar guna menarik pembagian yang dapat diukur dari pilihan-
pilihan yang mereka ambil, dengan merujuk pada peran yang dijelaskan
birokrasi dalam proses impelementasi tadi, maka mengetahui struktur birokrasi
merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan
atau suatu peraturan.“ Langkah-langkah dari pelaksanan evaluasi kebijakan
atau suatu peraturan dapat diterapkan <dengan cara evaluasi dengan
menggunakan tipe sistematis atau juga‘sering disebut sebagai cvaluasi ilmian
merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk
menjalankan evaluasi kebijakan,” dibandingkan dengan evaluasi lainnya.
Menurut Suchman ada.6 {enam) langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi,

2) Analisis terhadap masalah,

3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan,

4)\ Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi,

5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat

dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain,
6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu
dampak.
Suchman berpendapat juga untuk menjelaskan riset evaluasi

diidentifikasikan pertanyaan operasional, yaitu : apakah yang menjadi isi dari

tujuan program ? siapa yang menjadi target program ? kapan perubahan
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diharapkan terjadi ? apakah tujuan yang diterapkan satu atau banyak ? apakah
dampak yang diharapkan besar ? bagaimanakah tujuan-tujuan tersebut
dicapai ? Apabila fnelihat dari pendapat teori tersebut dikaitkan dengan
kerangka logis pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007, terdapat titik-
titik penekanan yang dominan dan diharapkan oleh penerapan Peraturan
Menteri tersebut.
B. Kerangka Berpikir

Tujuan penyelenggaraan lomba DeSa/sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan adalah dalam rangka
mendukung pemberdayaan ‘Masyarakat dan keberhasilan Pembangunan Desa
dan Kelurahan, melalui upaya Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Motivasi
dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat. Selanjutnya, penyelenggaraan
lomba Desa, dimaksudkan untuk menilai keberhasilan Pembangunan Desa
secaraterarsh, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Sehubungan dengan
itu, pemerintah Kabupaten Sintang secara rutin melaksanakan Lomba Desa
setiap tahunnya. Berdasarkan uraian pada kajian teoritik di atas, untuk
mengetahui pola hubungan antar variabel dalam proses penerapan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 dapat digambarkan sebagai

berikut :
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Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 |-—-»

Formulasi Kebijakan

Evaluasi tethadap Proses Implementasi
Permendagri Nomor 13 Tahun 2007

Evaluasi terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi Implementasi
Permendagri Nomor 13 Tahun 2007

Evaluasi terhadap Pengaruh Implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negéri Nomor 13
ST T T Tahun 2007 Daldm Meinpercepat
Feed Back Akselerasi Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Palam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2007 diterbitkan sebégai pedoman tugas stakeholders dalam melaksanakan

Penyelenggaraah Perlombaan Desa dan Kelurahan sesuai jenjangnya. Dinas

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Perangkat Daerah sekarang

berubah_menjadi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Sintang yang bertugas meneruskan pelaksanaan Permendagri

Nomor 13 Tahun 2007 tersebut kepada Pemerintahan di Desa dan Kelurahan.

Desa dan Kelurahan merupakan perangkat pemerintahan terakhir yang

menjadi sasaran Implementasi Peraturan tersebut. Masyarakat sebagai pelaku
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pembangunan secara langsung baik fisik maupun administrasi dibina dan
dimonitor atas dasar perkembangan 2 (dua) tahun terakhir sebelum
Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan. Pola hubungan merupakan
koordinatif dan pembinaan ﬁmgsioha] yang positif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan merupakan penghubung
jalannya roda pembangunan yang dilaksanakan di Desd dan Kelurahan (Top
Down). Prinsip dari pelaksanaan peraturan tersebut “adalah peningkatan
pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan” melalui kegiatan gotong
royong, musyawarah, pemeliharaan kedmanan dan ketertiban, tingkat inisiatif,
pencapaian visi dan misi, kualitas-Suinber daya manusia dan pemeliharaan
lingkungan yang bersih dan‘bersemi.

Peraturan Menteri_Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Penygleriggataan Perlombaan Desa Dan Kelurahan dinyatakan
penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan dilakukan dengan membandingkan
data tingkat” perkembangan Desa dan Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir
berdasarkan data profil Desa dan Kelurahan sesuai dengan Indikator Penilaian.
Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang dan

berkelanjutan mulai dari Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan
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dinyatakan: (1) Juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat
Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, (2) Juara-juara
Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan
dengan Keputusan Bupati/Walikota, dan (3) Juara-juara Perlombaan
Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

Penghargaan kepada juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan
Tingkat Kecamatan diberikan oleh Camat. Penghargaan kepada juara-juara
Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota diberikan oleh
Bupati/Walikota. Penghargaan kepada juara-juara“Perlombaan Desa dan
Kelurahan Tingkat Provinsi diberikan olel )Gubernur. Penghargaan
sebagaimana dimaksud diberikan dalam<bentuk Piagam dan bentuk lainnya
sesuai kondisi Daerah masing-masing. Pénghargaan kepada juara pertama
Perlombaan Desa dan Kelurahan~Vingkat Provinsi diberikan oleh Menteri
Dalam Negeri.

C. Definisi Operasionai

Agar penelifian ini dapat dipahami sccara holistik berkaitan dengan
seluruh, variabel yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini, dapat
dijelaskan definisi operasional penelitian. Menurut Winarno (2007:8.12) untuk
menjelaskan  variabel yang diteliti sehingga sekali seorang peneliti
menjatuhkan pilihannya terhadap suatu definisi maka definisi inilah yang akan

dipakai secara konsisten di seluruh proyek penelitian. Definisi yang terpilih
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inilah yang disebut sebagai definisi operasional. Adapun yang menjadi definisi

operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki~ batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

2. Lomba Desa adalah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan
atas usaha pemerintah dan pemerintahan<daerah; bersama masyarakat desa
dan kelurahan yang b'ersangkutan

3. Profil Desa dan Kelurahan adaldh )gambaran menyeluruh tentang karakter
desa dan kelurahan “yang “meliputi data dasar, potensi, tingkat
perkembangan danymasalah yang dihadapi

4. Tingkat PerKembangan Desa adalah status tertentu dari capaian hasil
kegiatan, pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau
kéberhasilan masyarakat, pemerintahan desa serta pemerintahan daerah
dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

5. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan adalah Perlombaan desa
dan kelurahan yang diselenggarakan oleh Camat.

6. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota adalah Perlombaan

desa dan kelurahan yang diselenggarakan oleh Bupati/ Walikota.
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7. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi adalah Perlombaan desa
dan kelurahan yang diselenggarakan oleh Gubernur.

8. Perlombaan desa dan keiurahan tingkat nasional adalmah Perlombaan desa
dan kelurahan yang disclenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri.

9. Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan adalah seluruh
desa dan kelurahan dari setiap kecamatan.

10. Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota adalah
juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.

11. Peserta perlombaan desa dan kelurahan Aingkat provinsi adalah juara
pertama perlombaan desa dan kelurdhan tingkat kabupaten/kota.

12. Peserta perlombaan desa dan~kelurahan tingkat nasional adalah juara
pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi.

13. Penilaian perlombaan desa dan kelurahan adalah penilaian yang dilakukan
dengan membandingkan data tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2
(dua) tahun tcrakhir berdasarkan data profil desa dan kelurahan sesuai
déngan indikator penilaian.

14. Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan
kabupaten/kota, dan provinsi adalah indikator yang meliputi: pendidikan;
kesehatan masyarakat; ekonomi masyarakat; keamanan dan Kketertiban;
partisipasi masyarakat; pemerintahan; lembaga kemasyarakatan; dan

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
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15.Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan adalah
desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator
penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.

16. Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota
adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan
indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat
kabupaten/kota.

17. Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan-tingkat provinsi adalah desa
dan kelurahan yang memperoleh skor'tértinggi berdasarkan indikator
penilaian pada perlombaan desa dan kelufahan tingkat provinsi.

18. Juara perlombaan desa dan keiurahan tingkat nasional adalah desa dan
kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian

perlombaan desa dan kelura. han tingkat nasional.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40758.pdf

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian
untuk melukiskan atau mendeskripsikan sejumlaliyvatiabel yang berkenaan
dengan masalah dan obyek yang diteliti €anpa mempersoalkan hubungan
antara variabel sebagai upaya eksplorasi dan’kenyataan yang ada. Metode
deskriptif dapat diartikan sebagai” Jprosedur pemecahan masalah, diselidiki
dengan menggambarkan <atau ‘melukiskan keadaan subyek dan obyek
penelitian baik berupa Orang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat
penelitian  diselenggarakan. Alasan menggunakan rancangan penelitian
deskriptif dalam penelitian ini karena dianggap sesuai dalam menjelasakan
masalah yang berkaitan dengan Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaran Perlombaan

Desa dan Kelurahan.

36
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B. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007
Tentang Penyelenggaran Perlombaan Desa dan Kelurahan yaitu sebagai
berikut:
1. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan PRemerintahan Desa
Kabupaten Sintang
2. Anggota Tim Penilai Lomba Desa dan-Kelurahan Tingkat Kabupaten
Sintang
3. Camat
4. Lurah dan Kepala Desa
5. Para Kepala Desa peserta Lomba Desa
6. PerangkatDesa.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Wawancara. Menurut Moleong, (2001:186), wawancara adalah:
“Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua

pihak, yaitu Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan
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Terwawancara (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itu“.Pada Penelitian ini Wawancara yang dilakukan Peneliti adalah
Wawancara Terstruktur. Menurut Moleong (2001:196) bahwa Wawancara
Terstruktur  adalah: “Wawancara yang Pewawancaranya menetapkan
sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan”. Pihak -
pihak yang diwawancarai adalah: Kepala Kantor Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang;, Anggota Tim

Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Sintang.

b. Observasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan
pengamatan terhadap aspek-aspek “\yang berhubungan dan memiliki

pengaruh dengan masalah yang sedang diteliti.

c. Studi dokumentasi, /yaitu mienelaah berbagai dokumen seperti Undang-
Undang, Peraturari-peraturan, petunjuk pelaksana dan sebagainya yang

berhubungan masalah yang diteliti.

Artkunto (1998:14) mengatakan bahwa sumber data penelitian adalah
sumber data dalam penelitian dari mana data itu dapat diperoleh. Lebih lanjut
dikatakan bahwa apabila penelitian menggunakan metode wawancara dan
pengamatan langsung dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya
disebut informan yaitu person yang merespon dan menjawab atas pertanyan-

pertanyaan dari peneliti, baik pertanyan yang tertulis maupun tidak tertulis.
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Sedangkan apabila peneliti menggunakan studi dokumentasi, maka dokumen
atau catatan-catatan tersebut yang menjadi sumber datanya. Sementara
penelitian ini merupakan studi dokumentasi dan tanya jawab atas beberapa
pertanyan terhadap Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat
Kabupaten Sintang, Camat dan Kepala Desa. Pokok kajian yang diteliti
berkisar tentang penyelenggaran Perlomban Desa dan Kelurahan yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang sekarang
menjadi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Sintang.
D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan datayang dilakukan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Wawancara. Menuarut Moleong, (2001:186), wawancara adalah:
“Percakapan-dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua
pihak, *\ yaitu Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara(Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.
Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara
terstruktur kepada Ketua Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan,
Anggota Tim Penilai, Camat, Kepala Desa/Lurah, menurut Moeloeng

(2001: 196) bahwa wawancara terstruktur adalah wawancara yang
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pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan
yang akan diajukan. Dari pendapat ini dapat diuraikan beberapa pertanyaan
yang menyangkut : Tingkat Kepesertaan Lomba Desa dan Kelurahan di
Kabupaten Sintang dan Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Penilaian

Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang.

2. Studi Dokumentasi. Yaitu menelaah berbagai dokumen seperti : Undang-
Undang, peraturan-peraturan, petunjuk pelaksanaj laporan tahunan hasil
kegiatan lomba yang ada di Kantor Pemberddayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang’dan sebagainya yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti.

3. Menggunakan pedoman, ‘wawancara, dengan menyediakan catatan
pertanyaan tertulis smengenai pokok permasalahan yang diteliti yang
dijadikan pedomian~ sekaligus mempermudah penelitian dalam

mewawancarai 0byek penelitian.

4. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen penting yang
berhubungan dengan masalah penelitian yaitu mengenai Penyelenggaran
Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang dari sumber data

yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Menetapkan sumber data dari berbagai macam, baik itu manusia atau

orang, benda-benda, buku-buku, laporan, artikel-artikel sebagai responden.
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Dalam hal ini dilihat dari segi penelitian ilmu sosial maka persiapan
sumber data tidak menjadi hal yang sulit dan perlu persiapan khusus
artinya di mana dan kapan saja sumber data telah siap maka penelitian
dapat dilakukan dengan segera setelah diperolehnya sumber data.

6. Menetapkan pedoman wawancara dan studi dokumentasi untuk membatasi
munculnya permasalahan yang dimungkinkan timbul dan tidak berkaitan
dengan masalah yang diteliti. Sehingga tidak akan terjadi pemahaman yang
bias terhadap obyek yang diteliti. Dari pértanyaan yang disampaikan
kepada responden, semuanya memberikat respon yang baik dan positif
dari adanya pelaksanaan Penilaiany, Lomba Desa dan Kelurahan di
Kabupaten Sintang. Hal iniakan-fmemberikan kemudahan kepada peneliti

untuk memberikan argtumerntasi terhadap kesimpulan hasil penelitian.

E. Metode Analisis\Data

Analisis-data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data secara
kualitatif, ‘yakni analisis terhadap data yang diperoleh melalui instrumen
penelitian dan kemudian dikelompokkan dalam indikator penelitian yang
selanjutnya digali secara mendalam yang berkaitan dengan Implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaran Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang.
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Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong,
2001: 3) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilkau yang dapat
diamati atau diteliti”. Menurut Mml@ng (1994), ada 4 (empat) langkah besar
dalam pendekatan etik ini kerangka teoritik, yaitu salah satunya yang berkaitan
adalah menyediakan seperangkat kriteria untuk mengklasifikasikan setiap
unsur data. Dari penjelasan ini dapat diperoleh maksud bahwa metode analisis
data yang diterapkan berupa catatan-catatan ‘yang kemudian dibuat

administrasi dan dipaparkan pada tempat yang/itiadah diakses secara tepat dan
cepat.
F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini Jberlokasi di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang yang terletak di Jalan Dharma Putra
Sintang. Alasan petfiilihan lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan\metodologis adalah bahwa masih adanya permasalahan dalam
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007
tentang Penyelenggaran Perlombaan Desa dan Kelurahan oleh Kantor
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.
Permasalahan tersebut antara lain adalah adanya protes terhadap hasil

penilaian dan penetapan pemenang lomba, koordinasi yang belum sinergis
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antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang,
Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta belum solidnya Tim

Penilai dalam merumuskan indikator-indikator penilaian.

2. Alasan praktis adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Sintang merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang yang bertanggungjawab secara langsung dan unit kerja
koordinator dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Perlombaan

Desa Dan Kelurahan, mulai dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Dari uraian sebagaimana diungkapkan pada bagian sebelumnya,
sebagai penulis dapat menarik kesimpulan dari judul tesis Evaluasi

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomof-13 Tahun 2007

Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten

Sintang, baik dilihat dari aspek proses implementasi-kebijakan maupun dari

aspek pencapaian tujuan dapat disimpulkafi sebagai berikut :

1. Proses Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang
belum dapat terlaksaria secara efektif. Indikasi hal tersebut adalah, Jadwal
Kegiatan Pelaksanaar” Perlombaan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten
Sintang belum “terlaksana sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam
NegerinNomor 13 Tahun 2007. Data Berupa Profil Desa Masing-Masing
Kecamatan Yang Diikutsertakan Dalam Kegiatan Lomba Desa tidak
semuanya lengkap. Selain itu, dalam pelaksanaan penilaian masih adanya
unsur subjektifitas dari tim penilai.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Permendagri Nomor 13

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di

110
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Kabupaten Sintang adalah kondisi geografis Kabupaten Sintang yang
sangat luas, aksesibilitas sulit, administrasi desa yang belum lengkap,
anggaran yang terbatas, kepemimpinan kepala Desa yang belum optimal,
serta rendahnya partisipasi masyarakat.

3. Pengaruh Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Dalam Mempercepat
Akselerasi Pembangunan Desa belum signifikan, Indikasi hal tersebut
adalah Tingkat kepesertaan lomba desa dari kecamatan dalam kurun waktu
3 (tiga) tahun terakhir mengalami , periurunan, Pola pemberdayaan
masyarakat yang masih rendah diterapkan di setiap desa yang ada di
seluruh Kabupaten Sintang dan'sebagainya.

4. Saran

Berdasarkan~, hasil” penelitian mengenai Evaluasi Dampak

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan akan disajikan saran

dengan harapan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan

para pengambil kebijakan dan para penyusun program kerja di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, yaitu sebagai berikut :

1. Proses perencanaan Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten

Sintang diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi, terutama berkaitan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40758.pdf
112

dengan jadwal pelaksanaan. Penunjukkan tim penilai diharapkan adalah
mereka yang betul — betul independen dan menguasai materi penilaian.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui Kantor Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang melakukan
pembinaan kepada camat, kepala desa, lurah dan perangkatnya,
mengadakan persiapan penilaian secara rutin dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun.

3. Pembinaan terhadap peserta lomba desa diharapkan.dapat dilakukan secara
berkelanjutan, tidak hanya pada saat képeiitingan penilaian saja namun
yang paling penting adalah setelah/penildian. Hal ini dmaksudkan fasilitas
yang telah dibangun pada_saat penilaian dapat terus dipelihara dan

dikembangkan sehingga dapat mempercepat akselerasi pembangunan desa.
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PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SINTANG

IDENTITAS INFORMAN :

Nama

Umur

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Pekerjaan

Pendidikan Terakhir

Alamat

A o

Pertanyaan Disampaikan Kepada Informan{ Ké¢pala Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Dan Pemerintahan Desa” Kabupaten Sintang dan Anggota Tim
Penrilai) :

A. Tingkat Kepesertaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang :

1. Apakah ada peningkatan atau penurunan peserta lomba yang dilaksanakan setiap
tahunnya, bila.dibandingkan pelaksanaan dari 3 (tiga) tahun terakhir ?

2. Dapatkah Bapak / Ibu jelaskan, apa yang menjadi latar belakang permasalahan
dari keiKutsertaan lomba yang tidak tetap tiap tahunnya ?

3. Apakah ada atau tidak ada kelemahan dan kelebihannya Penilaian Lomba Desa
dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap tahun di Kabupaten Sintang ? Mchon
dijelaskan dengan singkat !

4. Menurut Bapak/Ibu dapatkah diterapkan sanksi oleh Bupati Sintang kepada

kecamatan dan desa atau kelurahan yang tidak ikut serta dalam kegiatan lomba ?
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5. Terkait pertanyaan nomor 4 (empat) bila dapat diterapkan sanksi, berupa apakah
sanksi yang diterapkan atau diberikan, bila tidak dapat apa alasan Bapak/Ibu ?
6. Bagaimana respon dari anggota tim yang terlibat dalam Penilaian Lomba Desa
dan Kelurahan yang dilaksanakan ?
B. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Lomba :
1. Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan dampak positif dari Pelaksanaan Lomba
Desa/Kelurahan !
2. Apa saja yang menjadi dampak positif dari pelaksanaan Perlombaan
Desa/Kelurahan yang dilaksanakan di Kabapaten Sintang ?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah harus- atdutidak, Pelaksanaan Perlombaan
Desa/Kelurahan di Kabupaten Sintang dilaksanakan setiap tahun ?
4. Berhubungan dengan pertanyaannomor 3 (tiga) mohon Bapak/Ibu jelaskan

apa yang menjadi alasannya !
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PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SINTANG

IDENTITAS INFORMAN :

Nama

Umur

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Pekerjaan

Pendidikan Terakhir

Alamat

T

Pertanyaan Disampaikan Kepada Informan'( Camat, Lurah dan Kepala Desa,
Perangkat Desa) :
A. Tingkat Kepesertaan Lomba'Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang :

1. Apakah setuju atau fidak‘Perlombaan Desa dan Kelurahan dilaksanakan di
Kabupaten Sintang  ?

2. Berhubungan' dengan pertanyaan nomor 1 (satu) dapatkah Bapak / Ibu
jelaskan secara singkat, alasan bila setuju atau tidak ?

3. Apakdh ada atau tidak ada kelemahan dan kelebihannya Penilaian Lomba
Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap tahun di Kabupaten Sintang ?
Mohon dijelaskan dengan singkat !

4. Menurut Bapak/Ibu dapatkah diterapkan sanksi oleh Bupati Sintang kepada
kecamatan dan desa atau kelurahan yang tidak ikut serta dalam kegiatan

lomba ?
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5. Terkait pertanyaan nomor 4 (empat) bila dapat diterapkan sanksi, berupa
apakah sanksi yang diterapkan atau diberikan, bila tidak dapat apa alasan
Bapak/Ibu ?

6. Bagaimana respon dari anggota masyarakat yang terlibat dalam Penilaian
Lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan ?

B. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Lomba :

1. Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan dampak positif dari Pelaksanaan Lomba
Desa/Kelurahan di Kabupaten Sintang !

2. Apa saja yang menjadi dampak positif~dari/ pelaksanaan Perlombaan
Desa/Kelurahan yang dilaksanakan disKabupaten Sintang ? Minimal 3 (tiga)
macam !

3. Menurut Bapak/Ibu apakah \harus atau tidak, Pelaksanaan Perlombaan
Desa/K elurahan di Kabupaten Sintang dilaksanakan setiap tahun ?

4. Berhubungan dengdn pertanyaan nomor 3 (tiga) mohon Bapak/Ibu jelaskan

apa yang menjadi-alasannya !
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN TIM PENILAI LOMBA DESA
DAN KELURAHAN KABUPATEN SINTANG

Nama Mahasiswa : DARKUM

NIM : 014946342

Judul : Evaluasi Dampak Implementasi Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaran Perlombaan Desa dan Kelurahan di

Kabupaten Sintang
Nama Yang : 1. KetuaTim
Diwawancara 2. Sekretaris Tim Penilai

3. Anggota Tim Penilai
4. Anggota Tim Penilai

Waktu ¢ Juli— Agustus 2010
wawancara

A. Tingkat Kepesertaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang

1. Apakah ada peningkatan atau penurunan peserta lomba yang dilaksanakan setiap
tahunnya, bila dibandingkan 3 (tiga) tahun terakhir?

Jawab :
Tidak ada peningkatan, artinya bisa kita lihat, bérapa kecamatan dan desa tahun ini,
berapa kecamatan dan desa tahun lalu. Yarg jelas pelaksanaan Lomba Desa dan
Kelurahan di Kabupaten Sintang bisa ‘dilaksanakan setiap tahun jika melihat
substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 itu.
Hal yang paling pokok adalah,.bagaimana Pemcrintah Kabupaten dapat
memberikan dukungan yang riil berupa alokasi dana yang memadai.

2. Dapatkah Bapak jelaskan,~apa yang menjadi latar belakang permasalahan dari
keikutsertaan lomba yang tidak tetap setiap tahunnya ?

Jawab :
Ada indikasi kukaifgnya kesadaran pihak kecamatan untuk menganggarkan alokasi
dana penunjarig-kegiatan lomba desa dan kelurahan. Ini juga disebabkan karena
kemampuan dand Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang
yang tidak\dapat menampung semua program dan kegiatan dalam bentuk proyek-
proyek: fisik maupun non fisik yang ada. Sehingga penetapan kegiatan bermuara
dari kemampuan dana APBD yang ada.
Terlebih lagi jika suatu Unit Kerja mempunyai Urusan Wajib dan Urusan Piliban
yang cukup banyak sehingga rincian tugas yang tertampung cukup banyak pula.

3. Apakah ada atau tidak kelebihan dan kelemahannya pelaksanan Penilaian Lomba
Desa dan Kelurahan setiap tahunnya di Kabupaten Sintang ?

Jawab :
Tentu saja ada kelemahan dan kelebibannya dari pelaksanaan Penilaian Lomba
Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang seperti :
- Alokasi dana yang selalu tidak menetap dalam penganggarannya,
- Waktu persiapan yang terlalu singkat sehingga terkesan tergesa-gesa,
- Jangkauan lokasi kegiatan yang cukup jauh dan memakan waktu berhari-hari,
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- Sarana transportasi yang masih terbatas,

- Kegiatan lomba menjadi motivasi masyarakat dalam membangunan desanya,
- Dapat memberikan gambaran dan perbandingan dengan desa-desa tetangga.
- Dapat meningkatkan kesadaran dan keswadayaan masyarakat lokal.

4. Menurut Bapak, dapatkah diterapkan sanksi oleh Bupati Sintang kepada kecamatan
dan desa yang tidak ikut serta dalam kegiatan lomba ?

Jawab :
Sebenamya sanksi tersebut harus kita lihat dari segi dampaknya
Sanksi harus dilihat dari berat ringannya alasan kecamatan tidak menyelenggarakan
lomba, hal itu akan menjadi efek jera kepada kecamatan dan desa pada tahun-tahun
mendatang akan melaksanakan penilaian lomba desa dan kelurahan.

5. Berupa sanksi apakah yang baik menurut Bapak dapat diterapkan ?
Jawab :
- Contohnya sanksi pencariran dana ADD (Alokasi Dana Desa)
- Kecamatan atau desa yang tidak ikut serta dalam kegiatan lomba dapat diberikan
teguran tertulis yang merupakan sanksi administrasi.
- Dengan cara melakukan peninjauan langsung ke kecamatan dan desa dan melihat
dari segi apa tentang ketidak siapannya untuk ikut serta dalam lomba.

6. Bagaimana respon dari anggota Tim yang terlibat dalam Penilaian Lomba Desa dan

Kelurahan tersebut ?

Jawab :

- Sangat antusias sekali, walaupun dalam pelaksanan kegiatan penilaian tidak
didukung dengan pendanaan yang memadai, hal ini baru dapat ditanggulangi
melalui rekening kegiatan PerjalananDinas (SPPD) masing-masing anggota Tim.

- Sebagai jawaban dalam (meringkatkan pemahaman pola-pola pembinaan
masyarakat di desa dan kelurahan.

B. Tingkat Keberhasilan Pélaksanaan Lomba
1. Dapatkah Bapak menjelaskan dampak positif dari pelaksanan Lomba Desa dan
Kelurahan ?
Jawab :

Tentu saja dapat, yaitu :

- Memberikan nuansa kebersamaan warga masyarakat dalam membangun desa,

- Memberikan rasa kesadaran terhadap kalangan warga masyarakat untuk turut serta
bahu membahu dalam membenahi lingkungan desa atau kelurahannya,

- Ada perbaikan tatanan dan struktur pemerintahan desa dan kelurahan yang selama
ini dirasakan masih terdapat kelemahan dalam proses pelayanan terhadap
masyarakat setempat,

- Ada persaingan yang sehat diantara para peserta lomba desa dan kelurahan,
sehingga akan terjadi persiapan yang dapat memaksimal segala potensi yang ada.

2. Apa yang menjadi dampak positif dari pelaksanan Lomba Desa dan Kelurahan di

Kabupaten Sintang ?

Jawab :

- Secara geografis semua wilayah kecamatan dan desa yang ikut serta dapat

dikunjungi dan dievaluasi tingkat perkembangannya,
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- Dapat merasakan lebih dekat dengan seluruh warga masyarakat yang ada dan
tersebur di seluruhKabupaten Sintang.

3. Menurut Bapak, apakah barus atau tidak, pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan
dilaksanakan setiap tahun di Kabupaten Sintang ini ?

Jawab :

Sebaiknya dilaksanakan tiap tahun.

4. (Terkait pertanyaan nomor 3) Mohon Bapak jelaskan alasannya !

Jawab :
Selama ini penerapan peraturan tentang Lomba Desa dan Kelurahan masih

dirasakan setengah-setengah dan kurangnya dukungan dari pihak legislatif dalam
penganggaran dana untuk kegiatan lomba desa dan kelurahan.

Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tersebut
merupakan sarana yang baik dalam melaksanakan evaluasi atas kinerja perangkat
pemerintah di desa dan kelurahan sehingga tidak ada alasan lagi pelaksanaan lomba
tidak dilaksanakan di Kabupaten Sintang.
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN CAMAT, KEPALA DESA DAN
PERWAKILAN MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG

Nama Mahasiswa : DARKUM

NIM : 014946342

Judul : Evaluasi Dampak Implementasi Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaran Perlombaan Desa dan Kelurahan di
Kabupaten Sintang

Waktu :  Juli— Agustus 2010
wawancara

I. Wawancara dengan Camat

A. Tingkat Kepesertaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang :
1. Setuju atau tidak, apabila Lomba Desa dan Kelurahan di"Kabupaten Sintang
dilaksanakan setiap tahun ?
Jawab : ( Helmi Aswandi, S. Sos/Camat Ketungau/Hilir-)
Sudah selayaknya Lomba Desa dan Kelurahan itu dilaksanakan tiap tahun di

Kabupaten Sintang ini.

2. Mohon Bapak jelaskan secara singkat tentang alasan pada jawaban nomor 1
(satu) di atas !

Jawab :
Alasannya adalah untuk/mefmberdayakan pemerintah desa dan kelurahan,
meningkatkan rasa kegotong royongan pada masyarakat, memandirikan pola
hidup masyarakat, méningkatkan kemauan membangun desa dan kelurahan.

3. Apakah ada Kelébihan atau kekurangannya Penilaian Lomba Desa dan
Kelurahan it ?

Jawab :
Kelebihannya : yaitu dapat memotivasi masyarakat dalam berperan aktif
menibangun desa dan kelurahannya,
Untuk merespon kemauan/kebutuhan dan keinginan warga masyarakat dalam
mengisi pembangunan di desa dan kelurahan sehingga tidaklah tertinggal
dengan desa atau kelurahan yang sudah maju.
Kekurangannya : yaitu belum singkronnya jadwal pembinaan, persiapan dan
penilaian dari tingkat kabupaten. Seperti biasanya malahan mendadak.

4. Menurut Bapak dapatkah Bupati memberikan sanksi kepada kecamatan dan desa
yang tidak ikut serta Lomba Desa dan Kelurahan ?

Jawab :
Menurut saya tidak usahlah disanksi karena kalau disanksi nanti semua lalu asal-
asalan mengikuti lomba yang penting tidak terkena sanski. Biarlah Lomba Desa
dan kelurahan berjalan sesuai aturan dan alami tidak karena takut sanksi.
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5. Bila diterapkan sanksi, sanski apakah yang baik menurut Bapak ?
Jawab :
Ya, sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Kemudian bila perlu dengan cara
diundang/dipanggil untuk memberikan penjelasan tentang alasan tidak ikut serta
dalam Lomba Desa dan Kelurahan.

6. Bagaimana respon dari anggota masyarakat yang terlibat dalam dalam Penilaian
Lomba Desa dan Kelurahan ?

Jawab :
Mereka sangat senang, karena dapat dikunjungi oleh aparatur/pegawai dari
Kabupaten, sechingga pegawai tersebut dapat melihat dari dekat tentang kondisi
riil di desa dan kelurahan yang ikut serta lomba.

B. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten
Sintang :

1. Dapatkah Bapak menjelaskan dampak positif dari pelaksanaan Lomba Desa dan
Kelurahan di Kabupaten Sintang ?

Jawab : ( Octavianus H, S. Sos/Camat Serawai )
Dapat, yaitu untuk memberikan contoh kepada-desa<desa lain yang tidak ikut serta

lomba.

2. Apa saja yang menjadi dampak positif dari pelaksanaan Lomba Desa dan
Kelurahan ?

Jawab :
Pertama : Menurut peningKatar peran serta masyarakat dalam bergotong royong,
Kedua : Untuk mengevaluasi pelaksanaan pemrintahan desa atau kelurahan
selama 1 (satu) tahuri yang berkenaan, Ketiga : Memberikan gambaran tentang
tatacara pembuatan Jpercricanaan, melaksanaan kegiatan dan membuat laporan
yang baik. .

3. Menurut Bapak;-apakah harus atau tidak, pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan
di Kabupaten Sintang dilaksanakan setiap tahun ?

Jawab :
Ya\ harus dilaksanakan. Biar ada keberlanjutan pelaksanaan valuasi
pembangunan.
4. Mohon Bapak jelaskan alasan bahwa pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan harus
dilaksanakan setiap tahun !
Jawab :

a. Untuk memberikan gambaran pola-pola hubungan di masyarakat,

b. Melaksanakan program pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam
Negeri Republik Indonesia melalui Lomba Desa dan Kelurahan.

c. Adanya kebahagiaan tersendiri ketika menjadi juara dan mendapatkan
penghargaan/hadiah. Maka seluruh masyarakat desa dan kecamatan akan merasa
bangga.
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II. Wawancara dengan Kepala Desa

A. Tingkat Kepesertaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang :
1. Setuju atau tidak, apabila Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang
dilaksanakan setiap tahun ? '
Jawab : ( Yatiman/Kepala Desa Kajang Baru )
Ya saya setuju.

2. Mohon Bapak jelaskan secara singkat tentang alasan Bapak pada jawaban
nomor 1 (satu) di atas !

Jawab :
Lomba Desa itu dapat memberikan semangat dan motivasi kami perangkat desa
dalam melaksanakan tugas-tugas di pemerintahan desa. Dan dapat menjadi
sarana untuk bertanya masalah kekurangan-kekurangan kami di desa.

3. Menurut Bapak, apakah ada kelebihan atau kekurangannya Penilaian Lomba
Desa dan Kelurahan itu ?

Jawab :
Kelebihannya : yaitu kami bisa mengukur tingkat kernampuan dan ketrampilan
kami dalam melayani masyarakat di desa,
Kekurangannya : yaitu pelaksanaan lomba biasanya mendadak dan terkesan
ditutup-tutupi untuk penjadwalan kunjunganke desa.

4. Menurut Bapak dapatkah Bupati memberikan sanksi kepada kecamatan dan desa
yang tidak ikut serta lomba desa dan Kelurahan ?

Jawab :
Janganlah disanksi karena kalau.disanksi nanti semua jadi tidak baik dalam
pelaksanaan lomba desa.

5. Bila diterapkan sanksi, sanski apakah kira-kira yang baik ?

Jawab :
Ya, sanski teglran, saja. Kita kan sering dan rutin pertemuan di Kabupaten
Sintang, pada saat‘itulah Kepala Desa dan Camat bisa diingatkan masalah lomba
desa tersebut.

6. Bagaimana respon dari anggota masyarakat yang terlibat dalam dalam Penilaian
Lomba Desa dan Kelurahan ?

Jawab :
Mereka sangat senang sekali. Terlebih pada mereka yang terlibat jadi panitia
kecil sebagai pelaksana, mereka akan bekerja dan berbuat semaksimal mungkin

dengan penuh ide-idenya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40758.pdf

B. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten
Sintang :

1. Dapatkah Bapak menjelaskan dampak positif dari pelaksanaan Lomba Desa dan
Kelurahan di Kabupaten Sintang ?

Jawab : ( Jihin/Kepala Desa Tanjung Kapuas )
Dapat, yaitu untuk dijadikan motivasi kepada desa-desa yang ada di Kabupaten
Sintang.

2. Apa yang menjadi dampak positif dari pelaksanaan Lomba Desa dan
Kelurahan ?

Jawab :
Peningkatan peran serta masyarakat dalam bergotong royong, untuk
mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan desa atau kelurahan selama 1 (satu)
tahun itu, memberikan gambaran tentang tatacara pembuatan perencanaan,
melaksanaan kegiatan dan membuat laporan yang baik.

3. Menurut Bapak, apakah harus atau tidak, pelaksanaan Lomba Desa dan
Kelurahan di Kabupaten Sintang dilaksanakan setiap tahan ?
Jawab : (Agus B./Kades Nanga Dedai) _
Ya harus dilaksanakan. Itupun melihat kemampuan anggaran dana yang ada.

4. Mohon Bapak jelaskan alasan bahwa pclaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan
harus dilaksanakan setiap tahun !

Jawab :
a. Terus terang dengan LombdDesa kita bisa melihat kemampuan kita dalam

memberikan layanan kepada masyarakat,

b. Pemerintah Kabupaten, ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan
pembangunan,

¢. Menunjukan adanya rasa kebersamaan antara pemerintahan desa dengan warga.

III. Wawancaradengan Perwakilan Masyarakat

A. Tingkat Kepesertaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang :
1. Setuju atau tidak, apabila Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang
dilaksanakan setiap tahun ?
Jawab : ( Willy/masyarakat Kec. Ketungau Hulu )
Ya saya setuju.

2. Mohon Bapak jclaskan secara singkat tentang alasan Bapak pada jawaban
nomor 1 (satu) di atas !

Jawab :
Lomba Desa itu dapat memberikan semangat dan motivasi kami perangkat desa

dalam melaksanakan tugas-tugas di pemerintghan desa,
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3. Apakah ada kelebihan atau kekurangannya Penilaian Lomba Desa dan
Kelurahan itu ?
Jawab :
Kelebihannya : yaitu kami bisa mengukur tingkat kemampuan dan ketrampilan
kami dalam melayani masyarakat,
Kekurangannya : yaitu kami biasanya merasa tidak puas walaupun telah ikut
lomba, karena biasanya hanya sampai saat itu saja bisa mengumpulkan
masyarakat secara bersama-sama.

4. Menurut Bapak dapatkah Bupati memberikan sanksi kepada kecamatan dan desa
yang tidak ikut serta lomba desa dan kelurahan ?

Jawab : ,
Menurut kami tidak usaha disanksi.

5. Bila diterapkan sanksi, sanski apakah kira-kira yang baik ?
Jawab :
Ya, sanski teguran saja.

6. Bagaimana respon dari anggota masyarakat yang. terlibat dalam dalam
Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan ?

Jawab :
Terus terang seperti saya merasa sangat senang sekali bila dilibatkan dalam

pelaksanaan lomba.

B. Tingkat Keberhasilan Pelaksansan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten
Sintang :

1. Dapatkah Bapak menjélaskan dampak positif dari pelaksanaan Lomba Desa dan
Kelurahan di Kabupaten Sintang ?

Jawab : ( Antonius/ Masyarakat Tanjung Ria Sepauk )
Dapat, yaitu uhittk dijadikan motivasi kepada desa-desa.

2. Apa yang menjadi dampak positif dari pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan ?
Jawab :
Tentunya sangat positif bagi peningkatan peran serta masyarakat dalam bergotong
royong; untuk mengevaluasi pelaksanaan pemrintahan desa atau kelurahan selama
1 tahun, memberikan gambaran tentang tatacara pembuatan perencanaan,
melaksanaan kegiatan dan membuat laporan yang baik.

3. Menurut bapak, apakah harus atau tidak, pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan
di Kabupaten Sintang dilaksanakan setiap tahun ?

Jawab :
Ya harus dilaksanakan.
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4. Mohon Bapak jelaskan alasan bahwa pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan harus
dilaksanakan setiap tahun !
Jawab :
a. Ada sisi kebaikan dengan pelaksanaan Lomba Desa kita bisa melihat
kemampuan perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
b. Untuk pemerintah Kabupaten ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan
pembangunan wilayah desanya,
¢. Menunjukan adanya rasa kebersamaan antara pemerintahan desa dengan warga.
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